WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan
pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum
kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, perlu menetapkan Rencana Pembangunan
Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 dengan Peraturan
Walikota,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun
2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa
Tenggara Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia

Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubahn beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
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10.

11.

12.

13.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  Antara - Pemerintah Pusat dan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757});

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyvelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323};

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penvusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Bima Tahun 2008-2028 {(Lembaran Daerah Kota

Bima Tahun 2008 Nomor 91);




Menetapkan :

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016
Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima
Nomor 88), sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112};

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 97) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun
2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bima Nomor 106};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAR
DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 20 {(dua puluhj} tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional vyang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bima yang selanjutnya
disingkat RPJPD Kota Bima adalah perencanaan pembangunan
daerah Kota Bima untuk periode 20 (dua puluh)} tahun.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bima
untuk periode 3 (tiga] tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai
dengan tahun 2026.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai
dengan tahun 2028.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 yang
selanjutnya disebut RPD Kota Bima adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
Periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 3731 dengan

tahun 2026. P_ Q‘/



8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk perode 1 (satu} tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seclanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

12. Walikota adalah Walikota Bima.

13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Daerah adalah Kota Bima.

15. Penjabat Walikota yang selanjutnya disingkat PJ adalah ASN yang
menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang
bupati dan Walikota karena terdapat kekosongan jabatan bupati
dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
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BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) RPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

(2) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan progam
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,

(3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan
Renja PD.

{4} RPD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPD
Kota Bima.

BAB 111
SISTEMATIKA
Pasal 3

{1) Sistematika RPD meliputi :
a. BABI Pendahuluan

b. BABII Gambaran Umum

c. BABIIl Gambaran Keuangan Daerah

d. BABIV  Permasalahan Dan Isu Strategis

e. BABYV Tujuan Dan Sasaran

f. BAB VI  Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program
Prioritas

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan
Program Perangkat Daerah

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

i. BABIX Penutup
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{2) Sistimatika RPD daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak trpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RPD digunakan oleh Pejabat Walikota sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-
2026

BAB 1V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

{1) Pj Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD
Kota Bima.

{2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. pelaksanaan RPD Kota Bima; dan
b. hasil RPD Kota Bima.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

{4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

(1} Perubahan RPD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja
sampai dengan tahun berjalan;
terjadi perubahan yang mendasar; dan
perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi
kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan
perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

{1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD
berpedoman pada RPD.

{2) RKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala

Daerah terpilih berikutnya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
dpada tanggal (8 April
2023

7’ WALIKOTA BIMA /

F MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHT.

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 820
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